
1. Undang.Undang Nomor 14 Tahun 1950 lent.ang Pembentukan Dael"l:h,. 
daerah Kabupaten Dalam Lingl<ungan Propmi Jawa Bamt {Berita Negar., 
Tahun 1960): 

2. Undang.Undaing NomOf 8 Tahun 1974 tentang Pokok·pokok Kepegawaian 
(Lembamn Negara Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomo< 3041), set,egaimana 1'11ah dlubah dengan Undang-Uodang Norno< 43 
Tahun 1999 (Lemberan Negara Tahun 1999 Nomor 188, Tambahan 
Lembaran Negata Nomor 3890); 

3. Und~ng Nomof 18 Tahun 1997 lentang Pajak 0-,,h {Lemboran 
Negara Tahun 1997 Nomo< 41, Tambehan Leml>atan Negar., Nomor 368S), 
sel,ajjamana lelah dlubah dengan Undang,Undang Nom« 34 Tahun 2000 
(Lemberan Negara Tahun 2000 Nomor 2-46, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

Mengingal 

PERATURAN BUPATI OARUT 

NOMOR 16 17\-HIJ,. &ooj 
TENTANO 

PENOELEGASIAN WEWENANO BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOL.A 
KEUANOAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PENANDATANOANAN 

PERJANJIAN, IZIN PENYELENGGARAAN, PENERTIBAN DAN 
PEMBONGKARANREKLAME 

BUPATI OARUT, 

a. bahwa dalan ranQM efektMtas dan efisien6.i kelancaran pn)MI pelayanan 
penandatanganan pefjafllan, penerbitan izin penyelenggaraan, pen&rtib81n 
dan pembongksran reklam&, mak.a perlu dilakukan pendeleOa&ian wewenang 
kepad, K.epala Badan Pengelc)la Keuangan Oaerah KabupaterfGarut 

b. bahwa sehubungBn den;an adanya perubahan lembaga Oinas Pendapatan 
Oa«ah Kabupaten Gan.it. Baglan Keuangan, dan Baglan Pertengkapan 
Seide Kebupaten Gan.it menJ:ftdl Sadan Pengelola Keuangan 01erth 
Kabupaten GaM, mai<a Kepw,san Bupoti Ganit Nanor 259 Tahun 2003 
lentang Penclelegasian w_,,.ng &,pai; Kepada Kepala Dina• Pendapatan 
Daerah Kabupalen Garut ten1eng Penandatanoanan I.tin Penyelenggaraan 
dan Pembongkaran Reklame per1u ditin;&u kembeli; 

c. bahw8 unt\Ac maksud tersebut huNf a dan b di atas, pertu ditetapkan dengan 
Peflltu'an Supali. 



Dalam Peraturan i~ yang dwnaksud dengan : 
1. Bupatj ad818h Bupati Garut. 

2. Badan Pengelola Keuangon Oaetah, yang &elanjw,yo dlsebu1 BPKD adalah Sadan Peng­ 
Keuangan Oaerah Kebupaten Gan.it 

Pas.al1 

PERATlJRAN BUPATI GARUT TENTANG PENDELEGASIAN WEWENAHG 
BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN GARUT TENTANG PENANOATANGANAN PERJANJIAN, 
IZIN PEHYELENGGARAAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN 
REl<I..AME. 

Menetapkan 

MEMU'TUSKAN : 

4. Unclang.-Ut'IOllng Nomor 19 Tahuo 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paks.a (Lembatan Negara Tahoo 1997 Nomor 42. Tambahan 
lembaran Negara Nomor 3686); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembetan Negara 
Nomor 4437) &ebagaimana telah diut)ah dengan Undang .. Unctang Nomor 8 
Tahon 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lemberan Negara Nomor 4548): 

6. Undang·Undang NOrTIOC' 33 Tahun 2004 tentang Perimbengan Keuangan 
Antara Pemerinte.h Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembatan Negara Nomor 4438); 

7. Peraruran Pemerin1ah Non'l« 25 T ahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Keweoangan Propinsi Sebagai Oaetah Otonom (Lembaran 
Negara Tehun 2000 Nomor 54, Tambahan t.embanln Negata Nomor 3952); 

8. Perahxsn Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembatan Negara Tat>.Jn 2001 Nomor 118, Tamt>ahan Lembaran Negara 
Nomot 4139); 

9. Petaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 rent.ang Pedoman Pembina.an 
dan Pen9B'W8san PenyeJenggaraan Pemerintahan Daetah (Lembaran 
Neg,.. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

10. PetBturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tenteng Jeni$ dan 
Bentuk Prociuk HukLm Oaerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten G.arut Nomor 4 T shun 1999 tentang Pajak 
Reklame (Lembaran Oaerah TaN.Jn 1999 Nomor 2): 

12. Peraturan Daerah Kabupaten GaM Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Kewenangan Daerah Kebupaten Gan.it (Lembaran Oaerah TaN.Jn 2002 
Nomor 13); 

13. Peraturan Daetah Kabupaten Gan.It Nomor 3 T&hun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 0..arah (RPJMD) Kabupaten GoM Tahun 
2006--2009 (Lembaran Daetah Tahun 2006 Nomot-6); 

14, Peraturan ONrah Kabupaten GanA Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan Sttuktur Organise,; Badan Pengelola Keuangan Oaera;h 
Kabupaten Garut (Lembaran Daer.YI Tahun 2006 Nomor 20). 
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Oiundengkan di Garut 
~tanggal 
f-"""RF:TAAJS DAERAH l<ABUPATEN GARUT 6 

Ora. H Al::~~f, SH.MS! 
PEMBINA UTAMA MNJYA 
NIP. 480 065 874 

LEMBARAN DAERAH l<ABUPATEN GARUT 
TAHUN NDMDR 

H. AGUS SUPRIADI 

Dltetopbn di Garut 
padatanggal 6-2-2007 
BUPATI GARUT 

Pasal5 
Peraturan inl mua.i bet1•ku pade tenggel diundangkan. 

Agar setilp orang mengetahuilya, memerintahken pengondangan Pcmturan .ii dengan 
penempelan dalam lembaran OMl'8h Kabupaten Garut. 

,,_,. 
Dengan beookunya Peraturan irj, mska Keputusan Bopati Garut Nomor 259 Tahun 2003 tentang 
Pendolegasian Wewonang &,paU Kepada Kepol8 Owla• Pendapal8n Daetah l<abu- GaM 
t6nlang Penandataoganan lz.in Penyeleoggarsan dan Pembong'karan Reklame, dicabut den 
dilyatakan tidak bettaku. 

Paul3 
Seciop pelaksonoan kegi8!811 set>egonono dimal<wd <lalom Pasal 2. KAl""'8 BPKD l<obupeten 
Garut wajib menyarnpaikan lapo(an pelaksanaannya secare berttala kepada Bupati. 

Pas.a12 
Supati mendelegasikan ke¥.-ena.n;an unluk menenc:Jetengani perjanjisn, izin ponyelengg3raan, 
penertiban dan pembongkaren reldame «I wiayah Kabupeten Gerut kepeda Kepala BPKO 
Ket>upaten Garut. 

4. Fteklame adatah benda. elal perubahan atau media yang 1T1entrut bentuk susunen den corak 
ragamnya untuk ~uan komersial, dipergunakan untuk memperi(ena!kan, menganjuri<M atau 
t'f'leOOUjikan sus:tu barang. jasa atau Oftlng, Wtupun la'ltuk menarik perhrililn OO'IUm kepacia 
5U8tu bet'8ng, jasa ateu orang yang d'INlmj)atl<an atau yang clepat dilihal, dibace da.n/alau 
dldengar dari suatu tempat oleh urnom, kecuai yang diakuk.8:n oleh pemerinlah. 

5. Pendelegasie.n W$wet\8ng ad.Pleh pelimpahan wewenang 8upati kepeda Kepala BPKD dal3m 
pen&ndatanganan perjanjian. lzin penyelenggarsan, penettiban dan pembongkaran reklame. 
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